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Abstrak

Saat ini data statistik rutin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

belum dimanfaatkan untuk mengukur tingkat Prevalensi Penggunaan kontrasepsi modern (mCPR).
Untuk mengukur parameter tersebut program KB masih menggunakan survei. Indonesia memiliki
berbagai survei yang dapat mengukur indikator tersebut, namun setiap survei yang ada menerapkan
metodologi yang berbeda sehingga menghasilkan nilai yang berbeda, selain itu survei yang ada sebagian
besar hanya mampu dianalisis hingga tingkat provinsi sehingga pengelola program KB di tingkat
kabupaten/kota sulit untuk mengevaluasi program mereka.
Tujuan studi ini adalah mencoba memanfaatkan hasil pelaporan statistik rutin BKKBN di tingkat
kabupaten/kota untuk diperbandingkan nilai dan pola kecenderungan dengan nilai survei yang ada.
Parameter yang diperbandingkan adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (mCPR). Unit
analisis studi ini adalah laporan bulanan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi yang
dikumpulkan sejak Januari 2012 hingga Desember 2017. Proses perhitungan dilakukan dengan
menggunakan alat bantu estimasi Service Statistics to Estimated Modern Use untuk menghitung mCPR
dari statistik rutin dan alat bantu modeling Family Planning Estimation Tools (FPET) untuk
menghasilkan model dari beberapa nilai survei yang ada. Studi ini akan melihat apakah hasil
perhitungan statistik rutin memiliki besaran dan pola kecenderungan yang sama dengan nilai survei.
Pada studi ini didapatkan informasi nilai mCPR Pengendalian lapangan memiliki besaran yang sama
dengan nilai survei, namun memiliki pola kecenderungan yang berbeda. Situasi sebaliknya terjadi pada
laporan Pelayanan Kontrasepsi dimana secara besaran nilainya jauh lebih rendah dari nilai survei namun
memiliki pola kecenderungan yang serupa dengan nilai survei.
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PENDAHULUAN dapat menyelamatkan kehidupan di tahun 2030
kesepaatan ini tertuang dalam london summit

Keluarga Berencana (KB) erat kaitannya (Win Brown, 2014). kesepakatan ini juga menjadi
dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan tonggak penting untuk memastikan akses terhadap
(SDG’s) (Ellen Starbird, 2016). SDG’s nomor tiga |ayanan dan hak kesehatan seksual reproduksi di

dan lima menegaskan prinsip bahwa semua tahun 2030 (United Nations Foundation, 2018)
wanita, tidak peduli di mana mereka tinggal, harus

memiliki akses terhadap alat kontrasepsi yang
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menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dalam KB
ditujukan untuk pengaturan kehamilan bagi
Pasangan Usia Subur (PUS) untuk membentuk
generasi penerus yang sehat dan cerdas. Untuk
mewujudkan hal tersebut maka pemerintah
bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan
tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam
memberikan Pelayanan KB yang aman, bermutu
dan terjangkau oleh masyarakat (Dirjen Bina Gizi
dan Kesehatan lbu dan Anak, 2013).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)
tahun 2015-2019 menegaskan semakin besar
tantangan dalam pembangunan kependudukan
dan keluarga berencana di Indonesia, sehingga
diperlukan Program kependudukan, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga yang
terintegrasi dan bersinergi dengan semua sektor.
(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, 2015). Hasil survei Demografi dan
Kependudukan Indonesia menunjukan nilai mCPR
Indonesia sejak 2002 hingga 2012 tidak mengalami
peningkatan yang bermagna. Kemudian apakah
situasi di nasional tersebut dapat merefeksikan
situasi dikabupaten/kota. Hasil studi New at all
(2017) menyimpulkan Informasi yang disajikan
pada tingkat nasional dan provinsi di negara India,
akan membiaskan informasi yang ada di tingkat
kabupaten/kota. (Jin Rou New, 2017)

Selama ini nilai mCPR dipantau menggunakan
survei. Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan,
Universitas Gajah Mada telah mencoba
menerapkan perhitungan mCPR menggunakan
Data Statistik Rutin (Pusat Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan , Universitas Gajah Mada,
2015). Dari situasi tersebut maka tujuan utama
studi ini adalah untuk meningkatkan penggunaan
data rutin untuk memantau program Keluarga
berencana khususnya parameter prevalensi
penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) di tingkat
kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian terapan
tentang pemanfaatan data statistik rutin yang

dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) dengan
menggunakan desain peneliian kuantitatif. Unit
analisis penelitiian ini adalah laporan pengendalian
lapangan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) dan laporan pelayanan
kontrasepsi  baik dari fasilitas kesehatan
pemerintah, swasta, dokter praktek swasta, dan
bidan praktek swasta. Studi ini akan menggunkan
data statistik rutin enam kabupaten/kota di
Provinsi DKI Jakarta, dengan durasi pelaporan
mulai dari januari 2012 hingga Desember 2017.
Kemudian studi ini juga akan menggunakan
laporan hasil dua survei yang ada di tingkat
kabupaten/kota yaitu hasil survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) dan Survei Penduduk Antar
Sensus (Supas) dengan durasi laporan 2010 hingga
2016. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah alat bantu estimasi SS to EMU untuk
menghitung nilai mCPR dari Statistik rutin dan alat
bantu Modeling FPET untuk menghitung mCPR dari
berbagai survei. kemudian kedua nilai mCPR
tersebut  diperbandingkan nilai dan pola
kecenderungannya untuk mengetahui apakah sata
statistik rutin dapat dijadikan alat untuk memantau
program KB.

HASIL PENELITIAN

Kualitas statistik rutin dapat terlihat dari nilai
report rate laporan yang masuk, berikut ini hasil
perhitungan report rate laporan BKKBN :

Tabel 1. Report Rate Laporan di Enam
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2017

Report Rate Report Rate
Kab/kota Thn Pengendalian Peayanan
Lapangan Kontrasepsi
Jakarta Barat 2012 100.0% 100%
2013 100.0% 99%
2014 100.0% 99%
2015 100.0% 97%
2016 100.0% 100%
2017 100.0% 99%
Jakarta Pusat 2012 100.0% 100%
2013 100.0% 97%
2014 100.0% 96%
2015 99.4% 97%
2016 100.0% 100%
2017 100.0% 82%
Jakarta Selaran 2012 100.0% 90%
2013 100.0% 99%
2014 100.0% 97%



Report Rate Report Rate 2014 228 230 81 59
Kab/kota Thn Pengendalian Peayanan 2015 223 225 63 63
Lapangan Kontrasepsi 2016 299 300 82 82
2015 100.0% 94% 2017 309 311 57 59
2016 100.0% 100% Pulau Seribu 2012 4 6 7 7
2017 100.0% 100% 2013 3 5 2 6
Jakarta Timur 2012 100.0% 95% 2014 3 5 1 6
2013 100.0% 91% 2015 4 6 7 7
2014 100.0% 98% 2016 4 6 6 6
2015 100.0% 96% 2017 5 7 6 6
2016 100.0% 97%
2017 100.0% 95%
JakartaUtara 2012 100.0% 95% Hasil pelaporan statistik rutin  dapat
2013 100.0% 92% dimanfaatkan untuk menghitung proxy mCPR,
2014 100.0% 99% . .
2015 97.0% 99% seluruh perhitungan dilakukan dengan bantuan
2016 100.0% 96% alat estimasi SS to EMU, berikut hasil perhitungan
. 2017 100.0% 79% mCPR dengan menggunakan alat tersebut :
Pulau Seribu 2012 100.0% 96%
2013 100.0% 100%
2014 100.0% 100% Tabel 3 Estimasi mCPR Berdasarkan Data Statistik
2015 100.0% 81% Rutin di Enam Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun
2016 100.0% 93% 2012 s/d 2017 (dalam %)
2017 100.0% 100% mCPR
Kab/Kota thn Peserta . Alkon Alkon di
. kunjungan o
Cakupan program KB tergambarkan dari Aktif diterima__ pasanng
. . . Jakarta 2012 50.6 26.4 10.6 10.2
jumlah peserta aktif yang dilaporkan PLKB dan g, ..; 2013 47.6 4.9 111 10.8
jumlah kunjungan dan jumlah alat kontrasepsi 2014 538 24.5 10.4 11.2
e TSI 2015 53.1 225 10.3 10.7
yang diterima dan didistribusikan ke layanan KB, 016 ese 537 108 111
berikut ini gambaran cakupan program di enam 2017 676 2.1 11.1 113
kabupaten sejak 2012 hingga 2017 : Jakarta 2012 54.9 814 384 36.3
Pusat 2013 53.7 77.7 38.3 37.3
. 2014 548 77.9 38.5 36.4
Tabel 2. Cakupan Program KB di Enam Kabupaten/Kota 2015 508 725 36.6 35.6
di DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2017 (dalam ribuan) 2016 64.1 71.6 37.5 36.6
Kab/Kota - Peserta kunjungan Alkon Alkon di 2017 67.9 62.0 36.2 35.6
Aktif diterima pasanng  Jakarta 2012 53.5 39.7 29.9 30.0
Jakarta Barat 2012 254 256 70 64 Selaran 2013 52.4 39.0 29.4 28.8
2013 241 243 77 67 2014 521 39.1 28.9 27.5
2014 276 278 64 75 2015 52.8 36.3 28.6 28.4
2015 273 275 63 63 2016  64.6 37.2 27.6 27.4
2016 340 342 67 67 2017 672 33.1 26.7 26.3
2017 351 361 75 75 Jakarta 2012 55.5 28.0 10.0 12.7
Jakarta Pusat 2012 92 97 85 57 Timur 2013 540 26.9 10.4 13.4
2013 91 93 82 63 2014 559 26.9 11.0 13.2
2014 94 9% 74 51 2015 522 25.5 11.4 12.8
2015 91 93 57 57 2016 64.6 27.6 12.4 13.5
2016 114 116 63 63 2017 66.2 24.7 12.4 13.2
2017 121 123 51 51 Jakarta 2012 50.4 19.1 8.1 9.8
Jakarta 2012 189 191 142 150 Utara 2013 50.8 18.2 8.6 10.7
Selaran 2013 187 189 136 122 2014 51.5 19.6 9.3 10.9
2014 187 189 134 112 2015 50.4 19.6 9.1 10.8
2015 191 193 150 150 2016 66.1 21.6 10.3 11.6
2016 238 239 122 122 2017 683 17.6 10.7 116
2017 248 250 123 112 Pulau 2012 51.6 35.8 27.3 34.8
Jakarta Timur 2012 309 311 90 84 Seribu 2013 44.0 345 20.8 333
2013 304 306 80 107 2014 445 325 19.0 34.2
2014 319 320 81 98 2015 542 37.9 30.8 35.2
2015 298 300 84 84 2016 66.2 35.6 29.3 33.1
2016 375 376 107 107 2017 68.0 32.3 30.4 33.1
2017 386 388 95 98
Jakarta Utara 2012 219 221 80 63

2013 223 225 81 82



Selama ini pengelola program KB
menggunakan nilai survei. Saat ini terdapat
beberapa survei untuk mengukur mCPR, namun
survei yang ada hanya dapat melakukan analisis
hingga tingkat provinsi, hanya dua survei yang
dapat mengukur hingga tingkat kabupaten yaitu
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan
Survei penduduk antar Sensus (SUPAS). Kedua
survei tersebut menghasilkan nilai yang berbeda,
untuk itu diperlukan alat bantu modeliing FPET
utuk menentukan mCPR dari beragam survei.hasil
perhitung FPET akan dijadikan pembanding untuk
melihat apakah data statistik rutin dapat
dimanfaatkan untuk memantau nilai mCPR, berikut
ini adalah hasil perhitungan FPET di enam
kabupaten/kota di DKI jakarta :
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Gambar 1. Hasil Modeling mCPR Berdasarkan Data
Survei di Enam Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun
2012 s/d 2017 (dalam %)

Proses pembandingan dilakukan dengan
melihat apakah nilai mCPR Statistik Rutin berda
dalam range nilai modeling survei, apabila masuk
dalam range maka dapat dikatakan nilainya tidak
berbeda secara signifikan. Selanjutnta penelitian
ini juga mengukur seberapa jauh perbedaan mCPR
statistik rutin dengan nilai survei dengan cara
melihat selisih mCPR statistik rutin dengan nilai
median hasil modeling, semakin kecil selisih nilai
mCPR menunjukan data Statistik Rutin semakin
berkualitas dan dapat dijadikan untuk memantau
mCPR di populasi. hasil perhitungan dapat dilihat
dari tabel di bawah ini :

Tabel 5. Selisih Tingkat Prevalensi Penggunaan
Kontrasepsi Modern Anatara Data Statistik Rutin
dengan Data Survei di Enam Kabupaten/Kota di DKI
Jakarta Tahun 2012 s/d 2017 (dalam %)

Selisih mCPR
Kab/Kota thn Peserta kunjungan Alkon Alkon di
Aktif diTerima Pasanng
Jakarta 2012 -5.5 -29.7 -45.5 -45.9
Barat 2013 -9.0 -31.7 -45.5 -45.8
2014 -1.6 -30.9 -45.0 -44.2
2015 -2.2 -32.8 -45.0 -44.6
2016 10.6 -31.3 -44.2 -43.9
2017 12.0 -335 -44.5 -44.3
Jakarta 2012 -1.1 25.4 -17.6 -19.7
Pusat 2013 -1.7 22.3 -17.1 -18.1
2014 0.2 23.3 -16.1 -18.2
2015 -0.3 19.4 -16.5 -17.5
2016 12.9 20.4 -13.7 -14.6
2017 16.4 10.5 -15.3 -15.9
Jakarta 2012 -1.0 -14.8 -24.6 -24.5
Selaran 2013 -1.9 -15.3 -24.9 -25.5
2014 -1.7 -14.7 -24.9 -26.3
2015 0.0 -16.5 -24.2 -24.4
2016 11.2 -16.2 -25.8 -26.0
2017 13.0 -21.1 -27.5 -27.9
Jakarta 2012 0.6 -26.9 -44.9 -42.2
Timur 2013 -1.2 -28.3 -44.8 -41.8
2014 2.1 -26.9 -42.8 -40.6
2015 -0.6 -27.3 -41.4 -40.0
2016 12.5 -24.5 -39.7 -38.6
2017 13.6 -27.9 -40.2 -39.4
Jakarta 2012 -5.2 -36.5 -47.5 -45.8
Utara 2013 -4.0 -36.6 -46.2 -44.1
2014 -1.5 -33.4 -43.7 -42.1
2015 -2.5 -33.3 -43.8 -42.1
2016 13.4 -31.1 -42.4 -41.1
2017 14.9 -35.8 -42.7 -41.8
Pulau 2012 -19.3 -35.1 -43.6 -36.1
Seribu 2013 -29.5 -39.0 -52.7 -40.2
2014 -25.0 -37.0 -50.5 -35.3
2015 -14.4 -30.7 -37.8 -33.4
2016 -6.1 -36.7 -43.0 -39.2



2017 53 -41.0 -42.9 -40.2
Selain  melihat nilai, studi ini juga
membandingkan nilai slope dari pola

kecenderungan statistik rutin dan nilai survei. hasil
dari perhitungan slope dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :

Tabel 6. Pola Kecenderungan mCPR Data Statistik Rutin
dan Survei di Enam Kabupaten/Kota di DKI Jakarta
Tahun 2012 s/d 2017

Slope Jak Jak Jak Jak Jak Kep

Bar Pus Sel Tim Ut Ser

Median FPET -0.2 -1.1 -0.2 -0.6 -0.5 0.2

Hasil Survey -0.6 -1.8 -0.3 -1.3 -1.2 1.0
Alkon

terdistribusi 0.2 -0.2 -0.6 0.1 0.3 -0.2

Alkon diterima 0.1 -0.4 -0.6 0.5 0.5 1.5

Kunjungan -0.8 -3.5 -1.2 -0.5 0.1 -0.2

Peserta aktif 3.9 2.7 3.0 2.3 3.8 4.5

PEMBAHASAN

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang
tidak dapat dikontrol, yaitu :

1. Data statistik rutin dan data survei yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data
yang telah diolah (data sekunder) oleh sistem
dan pelaporan sehingga peneliti sulit
mengontrol data yang ada, jika ada kesalahan
dalam proses analisis dari dari sistem dan
laporan maka kesalahan tersebut akan
berimplikasi kepada perhitungan studi ini.

2. Pelayanan KB di DKI Jakarta dapat dilayani di
fasilitas pelayan KB tanpa manapun tanpa
mempertimbangkan asal Pasangan Usia
Subur, hal ini dapat membuat bias pelaporan
dari pelayanan kontrasepsi.

3. Nilai parameter prevalensi penggunaan
kontrasepsi modern dari statistik rutin sangat
tergantung dengan kelengkapan data laporan
pengendalian lapangan dan pelayanan
kontrasepsi. Karena jika laporan yang masuk
tidak lengkap ada kemungkinan besarnya
perhitungan mCPR dari data statistik rutin
cenderung akan under estimate.

4. Data pelayanan kontrasepsi yang masuk
kedalam sistem pencatatan dan pelaporan
Badan Kependudukan dan Keluarge
Berencana Nasional (BKKBN) hanya dari
layanan yang bekerjasama dengan BKKBN

sehingga laporan dari layanan yang tidak
memiliki kerjasama tidak akan terlaporkan,
hal ini akan membuat besarnya perhitungan
mMCPR dari data statistik rutin cenderung akan
under estimate.

5. Setiap survei memiliki metodologi yang
berbeda hingga akan menghasilkan nilai
perhitungan yang berbeda-beda, selain itu
semakin rendah tingkatan analisis (tingkat
kabupaten/kota) maka hasil pengukurannya
semakin tidak presisi.

6. Setiap survei memiliki bias seleksi dan bias
informasi, sehingga ada kemungkinan nilai
parameter dari survei yang ada juga memiliki
bias seleksi dan bias informasi.

Hasil studi ini menunjukkan report rate
laporan pengendalian lapangan di setiap wilayah
sudah sangat baik (minimal 97 %), situasi ini
menggambarkan tertibnya proses administrasi di
DKl Jakarta, salah satu faktor yang membuat
proses administrasi di DKI Jakarta lebih baik adalah
adanya Key Performant Indicator. Report rate
laporan pelayanan kontrasepsi tidak sebaik laporan
pengendalian lapangan. Situasi yang paling
membutuhkan perhatian adalah di wilayah Jakarta
Utara dan Jakarta Pusat (report rate 2017 kurang
dari 90 %), padahal jumlah fasilitas pelayanan KB
yang ada di wilayah tersebut lebih sedikit
dibandingkan dengan tiga kota lainnya, hal ini
menunjukkan peran program KB di wilayah
tersebut belum mampu melakukan pembinaan
pelaporan. Report rate yang baik akan
meningkatkan kualitas data yang dilaporkan,
karena semua situasi terlaporkan secara rutin dan
lengkap, situasi ini juga akan menjadikan data
statistik rutin dapat dipertimbangkan untuk
memantau mCPR

Hasil studi ini menunjukan peserta aktif yang
dilaporkan  mayoritas  menggunakan  jenis
kontrasepsi jangka pendek (Pil dan suntik), situasi
ini kurang baik dari sisi program karena pengguna
jangka pendek  tidak  dapat menjamin
kesinambungan menggunakan alat kontrasepsi.
Selain itu studi ini juga menunjukan adanya
kenaikan yang signifikan di tahun 2016 dan 2017
dan kenaikan tersebut dinilai tidak rasional karena



tidak ada sesuatu hal yang besar yang dilakukan
program KB di tahun tersebut.

jumlah total pemasangan kontrasepsi di setiap
kabupaten/kota mengalami penurunan dari tahun
ke tahun, kondisi ini tampak bertentangan dengan
situasi  jumlah peserta aktif yang dibahas
sebelumnya, situasi ini menunjukan data yang
tidak konsisten diantara dua sistem laporan
BKKBN, jumlah peserta aktif dilaporkan oleh
petugas lapangan KB dengan menggunakan
formulir pengendalian lapangan.

jumlah alat kontrasepsi yang diterima fasilitas
layanan KB tidak selalu sama namun cenderung
stabil, penurunan pasokan hingga 31 % terjadi di
Jakarta Utara di tahun 2017 dan fluktuasi jumlah
kontrasepsi yang diterima juga terjadi di kepulauan
seribu, penurunan terbesar terjadi di tahun 2014,
adanya penurunan jumlah pasokan alat
kontrasepsi akan mempengaruhi perhitungan
estimasi mCPR dari data statistik rutin. Secara
programatik penurunan jumalah pasokan alat
kontrasepsi akan berdampak pada pemakaian alat
kontrasepsi sebab salah satu faktor yang
berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi adalah
ketersediaan alat kontrasepsi (Rizali, et al., 2013).
kecukupan pasokan kontrasepsi ternyata tidak
hanya dilihat dari jumlah alat kontrasepsi yang
diterima, karena sistem pencatatan dan pelaporan
yang dikembangkan di BKKBN hanya untuk
mencatat dan melaporkan komoditas yang
diberikan oleh program tidak termasuk jumlah
kontrasepsi yang diadakan sendiri oleh fasilitas
pelayanan KB (Badan Kependudukan dan Keluarga
Berecana Nasional, 2015).

Jumlah komoditas yang digunakan lebih stabil
daripa jumlah kontrasepsi yang diterima. Jumlah
komoditas yang dikeluarkan di Jakarta Utara pada
tahun 2017 juga mengalami penurunan yang
signifikan situasi ini konsisten dengan penurunan
jumlah alat kontrasepsi yang diterima, hal ini
menunjukan pengaruh penurunan jumlah alat
kontrasepsi yang diterima terhadap peggunaan.

Proxy mCPR menggunakan data statistik rutin
yaitu jumlah peserta aktif nilainya mendekati hasil
survei, namun kenaikan nilai mCPR pada tahun
2016 pada semua kabupaten/kota dinilai tidak
rasional, karena kecil kemungkinan nilai mCPR
meningkat lebih dari 10% dalam jangka waktu satu

tahun. Kenaikan mCPR di tahun tersebut
kemungkinan ada kaitannya dengan peningkatan
jumlah PUS yang ditetapkan BKKBN sebab jumlah
peserta  aktif terkesan meningkat seiring
peningkatan jumlah PUS yang ditetapkan BKKBN.
Hasil estimasi dari tiga data pelayanan kontrasepsi
yaitu jumlah kunjungan, jumlah alat kontrasepsi
yang diterima dan yang dikeluarkan seluruh
nilainya jauh lebih rendah dibandingkan hasil
survai.

Angka mCPR dan CPR hasil survei di tingkat
kabupaten/kota nilainya berfluktuasi. Banyak hal
yang dapat membuat hasil survei terkadang tidak
sesuai dengan logika berfikir, kondisi ini biasanya
terkait dengan kualitas data survei. kesalahan
dalam survei dapat dikategorikan menjadi dua
kesalahan dalam varian (biasanya terkait dengan
proses randomisasi sample) dan bias (biasanya
terkait dengan kesalahan yang sistematik seperti
bias informasi) (Blasius & Thiessen, 2012). Hasil
perhitungan modeling Family Planning Estimation
Tools (FPET) di enam kabupaten menghasilkan nilai
kecenderungan vyang lebih stabil dibandingkan
angka estimasi data statistik rutin. Stabilnya nilai
mMCPR tersebut adalah hasil dari perhitungan
menggunakan pendekatan Bayesian, dimana nilai
probabilitas setiap survei yang ada menjadi model
data historis untuk menentukan kecenderungan
jangka panjang mengikuti kurva pertumbuhan
logistik (Badan Kependudukan dan keluarga
berencana Nasional, 2016).

Selisih nilai mCPR hasil estimasi statistik rutin
yang paling mendekati nilai survei adalah nilai
mCPR dari peserta aktif, nilai peserta aktif
dikumpulkan oleh petugas lapangan Keluarga
Berencana dari seluruh Pasangan Usia Subur yang
ada di wilayah kerja mereka. Status terkini
penggunaan kontrasepsi diperoleh dari fasyankes
yang ada, hal ini yang diduga menyebabkan nilai
mCPR dari proxy peserta aktif yang paling
mendekati nilai survey (Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, 2015). Selisih mCPR
semakin melebar di tahun 2016 dan 2017, hal ini
diduga akibat efek dari kenaikan jumlah target PUS
yang ditetapkan BKKBN, sehingga kualitas data
yang dilaporkan PLKB menjadi menurun.

Perbedaan pola kecenderunan mCPR vyang
ditunjukan dengan nilai slope dan selisih nilai slope



dengan nilai median hasil modeling survei. Nilai
slope dari hasil modeling survei di lima dari enam
kabupaten/kota menunjukan pola negatif yang
artinya terjadi penurunan sejak tahun 2012 hingga
2017. Kondisi yang berbeda terlihat dari nilai slope
statistik rutin pengendalian lapangan vyang
menunjukan nilai slope positif. Nilai slope mCPR
dari peserta aktiif yang semakin meningkat adalah
efek dari peningkatan jumlah peserta aktif yang
sangat signifikan di tahun 2016 dan 2017, hal ini
perlu telusuri lebih lanjut karena peningkatan nilai
mCPR yang terjadi di tahun 2016 dinilai tidak
rasional.

KESIMPULAN

Hasil studi pemanfaatan statistik rutin untuk
memantau  tingkat  prevalensi  penggunaan
kontrasepsi modern pada tingkat kabupaten/kota
di provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Kualitas statistik rutin Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana tergambarkan
dengan persentase report rate laporan yang
masuk ke dalam sistem pelaporan BKKBN,
kualitas laporan pengendalian lapangan lebih
baik dibandingkan dengan laporan pelayanan
kontrasepsi. Tidak seluruh Fasilitas pelayanan
KB yang masuk melakukan pelaporan ke
sistem pelaporan BKKBN, kemudian jumlah
komoditas kontrasepsi yang dilaporkan dalam
sistem BKKBN hanya jumlah komoditas yang
disediakan BKKBN. Jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) yang ditetapkan BKKBN dalam
statistik rutin jumlahnya lebih rendah
dibandingkan jumlah PUS yang diproyeksikan
instansi lain (Badan Pusat Statistik)

2. Perhitungan mCPR dari data statistik rutin
dilakukan dengan menggunakan alat bantu
estimasi Service Statistik to Estimated
Method Use Converter. Nilai estimasi mCPR
data pengendalian lapangan (Peserta aktif)
memiliki nilai yang paling mendekati nilai
survei. Nilai mCPR dari data pelayanan
kontrasepsi  (jumlah  kunjungan, jumlah
komoditas yang diterima, dan jumlah
komoditas yang didistribusikan) jauh lebih

rendah dibandingkan nilai survei, hal ini
diduga terjadi karena jumlah fasilitas yang
memberikan layanan KB tidak seluruhnya
melaporkan datanya ke sistem pelaporan
BKKBN, selain itu jumlah komoditas yang
dicatat dan dilaporkan hanya yang bersumber
dari BKKBN.

Indonesia memiliki beberapa survei yang
dapat mengukur mCPR, dua diantaranya

dapat mengukur hingga tingkat
kabupaten/kota. = Perbedaan  metodologi
menjadikan nilai hasil pengukuran survei
terkesan berbeda. Untuk dapat

mengakomodir perbedaan hasil dari survei
tersebut studi ini menggunakan alat bantu
modeling Family Planning Estimation Tools
(FPET) untuk mendapatkan kecenderungan
hasil dua survei yang ada di tingkat kabupaten
yaitu Susenas dan Supas. Perhitungan FPET
menggunakan pendekatan regresi Bayesian
dimana pelung dari setiap survei akan
dipertimbangkan untuk membentuk model.
Hasil perhitungan FPET berupa perkiraan 95 %
confidance interval dari probabilitas nilai
survei, nilai ini yang dijadikan instrumen untuk
mementukan apakah nilai estimasi statistik
rutin  berbeda dengan nilai  survei.
Kecenderungan mCPR di Kepulauan Seribu
terlihat berbeda dibanding lima
kabupaten/kota lainnya, dimana menunjukan
kencenderungan terus meningkat sedangkan
lainnya menunjukan kecenderungan yang
terus menurun.

Studi ini mencoba membandingkan nilai
estimasi mCPR statistik rutin dengan hasil
modeling hasil survei. dari hasil perbandingan
diketahui bahwa nilai estimasi mCPR
menggunakan data pengendalian lapangan
“peserta aktif” secara besaran nilai berada di
dalam rentang hasil modeling data survei,
namun jika dianalisis lebih lanjut mengenai
pola kencenderungannya terlihat pola yang
berbeda, diduga adanya peningkatan peserta
aktif yang tidak rasional di tahun 2016 dan
2017 membuat pola kecenderungan datanya
semakin berbeda. Informasi lainnya adalah
jika dilakukan pembandingan nilai estimasi
mCPR  menggunakan  data pelayanan



kontrasepsi terlihat jauh lebih rendah dari
nilai modeling data survei, namun jika ditinjau
pola kecenderungannya data mCPR pelayanan
kontrasepsi memiliki pola yang sama dengan
hasil modeling Tidak seluruh layanan
penyedia KB yang melapor dan hanya koditas
BKKBN yang dilaporkan diduga menjadikan
nilai mCPR pelayanan kontrasepsi nilainnya
under estimate.

5. Dengan mempertimbangkan besaran nilai dan
pola kecenderungan dapat dinyatakan bahwa
statistik rutin potensial untuk dimanfaatkan
dalam memantau prevalensi penggunaan
kontrasepsi modern di tingkat
kabupaten/kota. Meskipun data statistik rutin
masih memiliki keterbatasan, namun perlu
dipertimbangkan pemanfaatannya sebab
beberapa statistik rutin memiliki beberapa
kelebihan diantaranya : Dikelola dengan rutin
(setiap bulanan dilaporkan) sehingga dapat
melihat pola perubahan dilapangan dengan
cepat, dikerjakan/dilakukan secara sistematis
dan terorganisir sehingga dapat dengan cepat
melakukan validasi data secara terstrukur,
data tersedia hingga tingkat kabupaten/kota,
dan tidak memerlukan biaya dan sumber daya
untuk mendapatkannya karena dikerjakan
oleh internal institusi. Nilai survei memiliki
keunggulan seperti adanya metodologi yang
terukur dan terstandard, pengerjaannya juga
dikerjakan oleh tenaga profesional, dan
menjadi instrumen untuk mengevaluasi
program, namun nilai survei juga memiliki
kelemahan terutama dari sisi bias seleksi dan
informasi, selain itu beberapa survei meliliki
keterbatasan dalam menganalisis tingkat yang
lebih rendah (biasanya hanya didesign untuk
melihat situasi di nasional dan provinsi),
survei juga memerlukan sumber daya yang
sangat besar sehingga terkadang tidak bisa
dikerjakan setiap tahun, dan hasil pengukuran
beberapa survei  juga  cenderung
menghasilkan nilai yang berbeda sehingga
sulit diinterpretasi.

SARAN

Pemanfaatan data statistik rutin untuk
memantau prevalensi penggunaan kontrasepsi
modern di tingkat kabupaten/kota harus dibarengi
dengan peningkatan kualitas data statistik rutin.
Kedepanya kelemahan data statistik rutin yang
teridentifikasi dari studi ini diharapkan dapat di
minimalkan seperti masih rendahnya report rate
data pelayanan kontrasepsi, rendahnya monitoring
program terhadap anomali data, belum seluruh
fasilitas pelayanan KB vyang melapor, dan
pencatatan komoditas yang hanya mencatat
komoditas BKKBN.

Dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk melihat
sejauh mana kontribusi sektor swasta dalam
meningkatkan cakupan program KB, karena dari
temuan penelitian ini jumlah kontrasepsi yang
dilaporkan sistem pencatatan BKKBN masih jauh
lebih rendah dibandingkan hasil survei yang ada.
kemudian dari contoh studi ini diharapkan adanya
pemanfaatan data statistik rutin pada sektor selain
KB juga dapat dilakukan agar data rutin yang
dikumpulkan lebih termanfaatkan.
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